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PEDOMAN WAWANCARA 

Tinjauan Hukum Islam Perdagangan Mata Uang Digital (Cryptocurrency) 

Perspektif FATWA DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL 

BELI MATA UANG ASING dan SADDU DZARI’AH 

1. Jadwal 

a. Tanggal / hari :  

b. Waktu : 

 

2. Identitas Informan 

a. Nama : 

b. Jabatan : 

c. Pendidikan Terakhir : 

 

3. Pertanyaan : 

a. Munculnya mata uang dengan basis digital yang kerap dikenal dengan 

sebutan cryptocurrency dalam kehidupan ekonomi umat, bagaimana 

pendapat bapak/ibu terkait hal tersebut ? 

Jawaban :  

b. Salah satu sarana untuk mendapatkanya dengan melakukan 

perdagangan atau yang dikenal dengan istilah trading (jual-

beli/memperdagangkan) dengan mata uang digital (cryptocurrency) 

sebagai objeknya, di Indonesia sendiri telah banyak penyedia layanan 

yang memberi akses atas perdagangannya, bagaimana tanggapan 

Majelis Ulama Indonesia melihat fenomena tersebut : 

Jawaban :  

c. Apakah menurut bapak perdagangan mata uang digital ini dapat di 

hukumi fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli 



 

Mata Uang Asing karena transaksi tersebut tergolong sebagai jual-beli 

mata uang yang bersifat digital ? 

Jawaban :  

d. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu terhadap hukum dari 

perdagangan mata uang digital ini melalui perspektif saddu dzari’ah ? 

Jawaban : 

e. Apakah menurut bapak/ibu, pihak Majelis Ulama Indonesia perlu 

menghadirkan sebuah fatwa yang lebih eksplisit untuk membahas 

terkait boleh/tidaknya hukum dilakukannya transaksi perdagangan mata 

uang digital tersebut dalam tatanan hukum Islam ? 

Jawaban :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRANSKRIP WAWANCARA 

1. Narasumber : Drs. K.H Mursyidin, M.HI (Dewan Pimpinan Majelis Ulama 

Indonesia Prov. Sulawesi Tenggara  

Tanggal : 23 Maret 2022) 

Wawancara : 

a. Munculnya mata uang dengan basis digital yang kerap dikenal dengan 

sebutan krypto (Cryptocurrency) dalam kehidupan berekonomi manusia, 

bagaimana pendapat bapak/ibu terkait hal tersebut ? 

Jawaban :  

“Bapak sendiri sebenarnya tidak terlalu mengikuti terhadap bagaimana 

perkembangan dari mata uang seperti ini, hanya bapak sendiri berpendapat 

bahwa ketika mata uang ini menggantikan posisi mata uang kertas seperti 

rupiah sebagai alat transaksional maka saya rasa hal seperti ini kurang tepat, 

apabila mendengarkan penjelasan dari peneliti sendiri, mata uang ini jika 

diadopsi di Indonesia sementara ketidakstabilan dari nilainya sangat tinggi, 

hal ini seperti pisau bermata dua, bisa jadi kaya mendadak namun bisa juga 

rugi sampai tak tersisa tergantung masing-masing individunya, melihat hal-

hal seperti ini lebih baik untuk dihindari hal-hal seperti ini”. 

b. Salah satu sarana untuk mendapatkanya dengan melakukan perdagangan 

atau yang dikenal dengan istilah trading (jual-beli/memperdagangkan) 

dengan mata uang digital (cryptocurrency) sebagai objeknya, di Indonesia 

sendiri telah banyak penyedia layanan yang memberi akses atas 

perdagangannya, bagaimana tanggapan Majelis Ulama Indonesia melihat 

fenomena tersebut : 

Jawaban :  

“Menurut bapak, ini sama halnya dengan salah satu dari bentuk instrument 

keuangan dengan mekanisme investasi, investasi sebenarnya sah saja 

dilakukan selama dalam transaksinya masih berdasarkan syariat Islam, 

bukan dari proses transaksinya, namun apa yang ditransaksikan di 

dalamnya, terkait lagi dengan perdagangan mata uang digital ini, 



 

sebenarnya ini agak kurang tepat jika diperuntukkan sebagai sarana mencari 

rezeki Allah, menurut bapak sendiri ya kembali lagi dari yang di 

perdagangkan adalah mata uang digital yang fluktuatif harganya, tidak 

semua masyarakat paham terkait apa yang terjadi didalamnya, mengetahui 

dasarnya saja menurut bapak tidak cukup.  

c. Apakah menurut bapak perdagangan mata uang digital ini dapat di hukumi 

fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Mata Uang 

Asing karena transaksi tersebut tergolong sebagai jual-beli mata uang yang 

bersifat digital ? 

Jawaban :  

“Apabila melihat parameter hukum dari perdagangan mata uang digital 

kemudian dasar hukum yang ingin di pakai adalah fatwa yang mengatur 

tentang money changer, sebenarnya hal ini perlu di verifikasi kembali, 

apakah sama apa yang tejadi dalam sistem money changer dan perdagangan  

mata uang digital, apakaha ada kesamaan akad, mekanisme dari keduanya, 

serta objek transaksinya, namun menurut bapak pribadi banyak perbedaan 

antara apa yang terjadi dalam money changer dan trading, kita tidak bisa 

langsung menyamakan kedua hukumnya dengan berkiblat bahwasanya 

kedua sistem tersebut memiliki kesamaan dari apa yang ditransaksikan 

yakni mata uang asing, saya rasa perlu ditelaah kembali ketika ada teori 

yang mengatakan demikian”. 

d. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu terhadap hukum dari 

perdagangan mata uang digital ini melalui perspektif saddu dzari’ah ? 

Jawaban :  

“menurut bapak sendiri, mencari rezeki itu yang dipahami saja, jangan 

sampai mencari rezeki namun tidak dipahami ujung-ujung yang rugi adalah 

orangnya sendiri, begitupula dengan jual-beli seperti ini, jangan sampai 

dilakukan tanpa dipahami bagaimana prosesnya, maka apabila didasarkan 

perspektif saddu dzari’ah yang menghindarkan kemafsadatan, kiranya 

perdagangan mata uang digital ini untuk tidak dilakukan.   



 

e. Apakah menurut bapak/ibu, pihak Majelis Ulama Indonesia perlu 

menghadirkan sebuah fatwa yang lebih eksplisit untuk membahas terkait 

boleh/tidaknya hukum dilakukannya transaksi perdagangan mata uang 

digital tersebut dalam tatanan hukum Islam ? 

Jawaban :  

“Sebelumnya pihak MUI memang telah mengeluarkan pengharaman atas 

adopsi kripto sendiri, karena fenomena mata uang digital ini pencakupannya 

secara nasional, maka pada hakikatnya MUI pusat yang berwenang untuk 

mengeluarkan atau tidak mengeluarkan atas fatwa terhadap trading tersebut, 

namun perlu dikembalikan lagi bahwa fatwa di MUI sifatnya tidak 

mengikat, namun apabila demi kemaslahatan ummat Islam, maka menurut 

bapak pribadi perlu diperhatikan lebih lanjut lagi dengan melihat skala atas 

kerugian yang dihadapi masyarakat Indonesia dari perdagangan tersebut 

yang nantinya jika fatwa tersebut yang mengatur tentang perdagangan mata 

uang digital telah dikeluarkan, kiranya ummat Islam di Indonesia perlu lebih 

jeli lagi pada transaksi-transaksi yang seperti ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRANSKRIP WAWANCARA 

2. Narasumber : Dr. Supriyanto, MA (Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Majelis 

Ulama Indonesia Prov. Sulawesi Tenggara)  

Tanggal : 30 Maret 2022 

Wawancara : 

a. Munculnya mata uang dengan basis digital yang kerap dikenal dengan 

sebutan krypto (Cryptocurrency) dalam kehidupan berekonomi manusia, 

bagaimana pendapat bapak/ibu terkait hal tersebut ? 

Jawaban :  

“Menurut bapak pribadi bahwa mata uang digital seperti ini adalah salah 

satu manivestasi dari apa yang disebut sebagai artificial intelegence dengan 

berdasar hasil dari ciptaan manusia sendiri untuk dapat dirasakan 

manfaatnya, perkembangan teknologi yang semakin maju yang mendorong 

penciptaan dari uang seperti ini, namun uang digital ini sebagai alat 

transaksional maka saya rasa hal seperti ini kurang tepat, apabila 

mendengarkan penjelasan dari peneliti sendiri, mata uang ini jika diadopsi 

di Indonesia sementara ketidakstabilan dari nilainya sangat tinggi, hal ini 

seperti pisau bermata dua, bisa jadi kaya mendadak namun bisa juga rugi 

sampai tak tersisa tergantung masing-masing individunya, melihat hal-hal 

seperti ini lebih baik untuk dihindari hal-hal seperti ini”, namun menurut 

bapak mata uang jika nilai utilitas nya tinggi terlebih lagi jika dapat 

dirasakan manfaatnya dalam ruang lingkup nasional, saya rasa tidak 

menutup kemungkinan mata uang digital ini semakin berkembang 

peredaran serta nilai gunanya di Indonesia. 

b. Salah satu sarana untuk mendapatkanya dengan melakukan perdagangan 

atau yang dikenal dengan istilah trading (jual-beli/memperdagangkan) 

dengan mata uang digital (cryptocurrency) sebagai objeknya, di Indonesia 

sendiri telah banyak penyedia layanan yang memberi akses atas 

perdagangannya, bagaimana tanggapan Majelis Ulama Indonesia melihat 

fenomena tersebut : 



 

Jawaban :  

“Menurut bapak, ini sama halnya dengan salah satu dari bentuk instrument 

keuangan dengan mekanisme investasi, investasi sebenarnya sah saja 

dilakukan selama dalam transaksinya masih berdasarkan syariat Islam, 

selama transaksi tersebut masih berada dalam rambu-rambu perdagangan 

yang diperbolehkan berdasarkan prinsip muamalah.  

c. Apakah menurut bapak perdagangan mata uang digital ini dapat di hukumi 

fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Mata Uang 

Asing karena transaksi tersebut tergolong sebagai jual-beli mata uang yang 

bersifat digital ? 

Jawaban :  

“harus ditinjau terlebih dahulu bagaimana model transaksi perdagangan 

mata uang yang diperbolehkan dari fatwa tersebut, apabila transaksi 

perdagangan mata uang digital sejalan dengan bagaimana fatwa jual-beli 

mata uang tersebut mengatur tentang jual-beli tersebut, sedapatnya diartikan 

bawa perdagangan mata uang digital boleh-boleh saja dilakukan kalau 

perspektifnya diambil dari fatwa tentang jual-beli mata uang asing, namun 

apabila ada faktor eksternal yang sekiranya menimbulkan kerugian lebih 

besar dari perdagangan mata uang digital tersebut, maka perlu ditinjau lagi 

dan mungkin saja hukumnya bisa berubah menjadi haram”. 

d. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu terhadap hukum dari 

perdagangan mata uang digital ini melalui perspektif saddu dzari’ah ? 

Jawaban :  

“mata uang digital ini yang menjadi tolak ukur untuk dipikirkan baik 

tidaknya dilakukan karena nilai tukarnya yang sangat tinggi dalam waktu 

yang cepat, sehingga akan sulit oleh para pelaku pedagang untuk mencari 

tahu dimana letak untuk mendapatkan keuntungan didalamnya, alih-alih 

mendapat keuntungan malah kerugian finansial yang dihadirkan cukup 

besar, dari hal tersebut perdagangan seperti ini cenderung menghasilkan 

mafsadat yang besar dari mashalahtnya, terlebih lagi penggunaan mata uang 

digital ini bisa saja diperuntukkan untuk transaksi-transaksi illegal karena 



 

sifatnya yang tidak diatur negara, maka menurut bapak dari pandangan 

saddu dzari’ah kiranya perdagangan ini tidak boleh untuk dilakukan, 

kasihan bagi para masyarakat ekonomi mikro yang terjun dalam 

perdagangan-perdagangan seperti ini.   

e. Apakah menurut bapak/ibu, Majelis Ulama Indonesia perlu menghadirkan 

sebuah fatwa yang lebih eksplisit untuk membahas terkait boleh/tidaknya 

hukum dilakukannya transaksi perdagangan mata uang digital tersebut 

dalam tatanan hukum Islam? 

Jawaban :  

“MUI sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan terkait pengharaman 

mata uang digital dengan pertimbangan-pertimbangan mudharat yang lebih 

besar dihasilkan, apabila perdagangan mata uang digital ini meyakinkan 

adanya praktik-praktik yang diharamkan berdasarkan prinsip Syariah Islam, 

kiranya perlu menjadi pembicaraan tersendiri pada pihak MUI untuk 

mengeluarkan fatwa terkait perdagangan mata uang digital tersebut  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRANSKRIP WAWANCARA 

3. Narasumber : Dr. La Ode Haji Polondu, M.Pd (Komisi Pemberdayaan 

Ekonomi Ummat Majelis Ulama Indonesia Prov. Sulawesi Tenggara) 

Tanggal :  23 Mei 2022 

Wawancara : 

a. Munculnya mata uang dengan basis digital yang kerap dikenal dengan 

sebutan krypto (Cryptocurrency) dalam kehidupan berekonomi manusia, 

bagaimana pendapat bapak/ibu terkait hal tersebut ? 

Jawaban :  

“Bapak sendiri sebenarnya tidak begitu paham terhadap namun berdasarkan 

dari berita-berita di internet yang bapak baca, mata uang digital tidak dilihat 

sebagai mata uang, namun ia dijadikan sebagai komoditas, sehingga lebih 

cenderung dikatakan sebagia aset digital daripada mata uang digital, karena 

diberlakukan sebagai alat transaksi saya rasa sukar untuk terjadi karena 

sudah ada undang-undang yang mengharuskan bahwa hanya mata uang 

rupiah yang dapat dijadikan alat transaksi di Indonesia, aset digital ini jika 

diadopsi di Indonesia sementara ketidakstabilan dari nilainya sangat tinggi, 

hal ini seperti pisau bermata dua, bisa jadi kaya mendadak namun bisa juga 

rugi sampai tak tersisa tergantung masing-masing individunya, melihat hal-

hal seperti ini lebih baik untuk dihindari hal-hal seperti ini”. 

b. Salah satu sarana untuk mendapatkanya dengan melakukan perdagangan 

atau yang dikenal dengan istilah trading (jual-beli/memperdagangkan) 

dengan mata uang digital (cryptocurrency) sebagai objeknya, di Indonesia 

sendiri telah banyak penyedia layanan yang memberi akses atas 

perdagangannya, bagaimana tanggapan Majelis Ulama Indonesia melihat 

fenomena tersebut : 

Jawaban :  

“Menurut bapak, kurang lebih sama dengan investasi, investasi sebenarnya 

sah saja dilakukan selama dalam transaksinya masih berdasarkan syariat 

Islam, baik itu  proses transaksinya, dan apa yang ditransaksikan di 



 

dalamnya, terkait lagi dengan perdagangan aset digital ini ini, sebenarnya 

ini agak kurang tepat jika diperuntukkan sebagai sarana mencari rezeki 

Allah, menurut bapak sendiri ya kembali lagi dari yang diperdagangkan 

adalah aset digital  yang fluktuatif harganya, tidak semua masyarakat paham 

terkait apa yang terjadi didalamnya, mengetahui dasarnya saja menurut 

bapak tidak cukup.” 

c. Apakah menurut bapak perdagangan mata uang digital ini dapat di hukumi 

fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Mata Uang 

Asing karena transaksi tersebut tergolong sebagai jual-beli mata uang yang 

bersifat digital ? 

Jawaban :  

“Bapak rasa perlu dikaji kembali mengenai hal tersebut, karena kategori dari 

cryptocurrency ini menjadi sebuah komoditas dalam bidang digital, maka 

sudah ada tatanan fatwa tersendiri yang mengkaji tentang pembolehan 

daripada transaksi komoditas, hanya kembali lagi yang diperbincangkan di 

dalamnya adalah crypto itu sendiri yang sebelumnya sudah ada pernyataan 

pengharamannya dari MUI, menurut bapak haramnya lebih ke faktor 

eksternal dari aset digital itu sendiri, namun jika ada kesenjangan pada 

perdagangan aset digitalnya, maka dari perdaganganya sendiri bisa 

digolongkan haram”. 

d. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu terhadap hukum dari 

perdagangan mata uang digital ini melalui perspektif saddu dzari’ah ? 

Jawaban :  

“segala transaksi sebenarnya adalah boleh kecuali ketika ada dalil yang 

menjadi pengharamannya, dalam posisi ini perdagangan cryptocurrency 

yang digolongkan sebagai komoditas, boleh-boleh saja dilakukan selama 

apa yang terjadi di dalamnya masih dalam padanan syariat Islam dalam 

mengatur sistem bermuamalah, namun dikembalikan lagi yang 

diperdagangkan adalah aset digital crypto segala hal baik dan buruk bisa 

terjadi didalamnya dan karenanya. Bisa menguntungkan dan merugikan 

bagi penggunanya, jika ingin di tinjau hukumnya dengan dasar saddu 



 

dzari’ah maka hukumnya adalah haram untuk dilakukan, penggunaan saddu 

dzari’ah inikan sesuai yang dilakukan dalam pernyataan pengharaman 

cryptocurrency oleh pihak MUI pada waktu sebelumnya”.  

e. Apakah menurut bapak/ibu, Majelis Ulama Indonesia perlu menghadirkan 

sebuah fatwa yang lebih eksplisit untuk membahas terkait boleh/tidaknya 

hukum dilakukannya transaksi perdagangan mata uang digital tersebut 

dalam tatanan hukum Islam? 

Jawaban :  

“fatwa tentang jual-beli mata uang asing itu memang mengatur atas 

pembolehan transaksi dari money changer, namun karena cryptocurrency 

digolongkan sebagai komoditas, kiranya ada fatwa yang betul-betul 

mengatur tentang perdagangan komoditas, namun dikembalikan lagi yang 

diperdagangkan adalah aset digital crypto segala hal baik dan buruk bisa 

terjadi didalamnya dan karenanya. Bisa menguntungkan dan merugikan 

bagi penggunanya”. 
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